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DUPATI SUKOIIARJO 

PEllATUllAN IJUPATI SUKOIIAJUO 

NOMOlt : ;L fAHUtJ ;1.008 

TENTANG 

BESARAN ALOKASI pANA DESA (ADD) KABUPATEN SUKOIIARJO 
TAHUN2008 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SUKOHARJO, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan 
pemberdayaan perlu mengembangkan sistem pendanaan langsung ke 
desa melalui pola Alokasi Dana Desa (ADD) yang memungkinkan 
keleluasaan pemerintah dan masyarakat desa dalam pengelolaannya; 

b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan 
Besaran Alokasi Dana Desa (ADD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf 
a dan humfb perlu menetapkan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 
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7. l'cmtumn l'cmcrlnluh Numor JH Tuhun 2007 lcntnng l'cmbagian 
lJm!wlll l'cmcrinlahnn nnlnm l'cmcrintuh, l1cmcrin1ah11n Dncroh 
l'mvinsl, Jnn l'cmcrinlnhnn l>ucruh K11h11pulcn/Ko10 (I .cmharon Negara 
lkpuhlik lnJonc11i11 Tnhun 2007 Nomor H2, T11mbohon I .cm baron 
Ncgnn1 Hcpuhlik lnJoncllin Nomor 4737); 

H. l'cnllumn Uncmh Kohupalcn S11k11h111jo Nomor 7 Tohun 2006 tcntang 
Sumhcr-Sumhcr l1cmllll)11t11n Dclln (Lcr11h11mn Dncroh Knbupalcn 
Sukohnrjo Tnhun 2006 Nomor 7, Tnmhohnn Lcmharon Dacrah 
Knhupotcn Sukuhorjo Nomor 12H); 

'). l1cm111m11 l>ncmJ1 Kohu1mtc11 Sukohorjo Nmnor 24 Tnhun 2007 lcntang 
Anggnmn l'cndor,01011 don Bclonju Docroh Tahun Anggaron 2008 
(l..cmh,1mn Dacmh Kabupalcn Sukohorjo Tuhun 2007 Nomor 2fi). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA 
DESA (ADD) KADUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2008. 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I . Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 
3. Pemerintah Daerah adaJah Bupali dan Perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempal, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihonnati daJam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

5. AJokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat (ADD) adaJah dana 
yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang 
bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi belanja 
pegawai unluk tahun berjalan, yang ditujukan untuk meningkatkan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa. 

6. Alokasi Dana Desa MinimaJ yang selanjutnya disingkat (ADDM) 
adalah bagian/komponen yang dibagi merata ke seluruh desa. 

7. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat (ADDP) 
adaJah bagian/komponen ADD dibagi secara proporsional keseluruhan 
desa dengan memperbatikan faktor kemiskinan, keterjangkauan, 
kesehatan, pendidikan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi 
ekonomi, partisipasi masyarakat danjumlah unit komunitas di Desa. 

8. Unit Komunitas adalah dusun, Rukun Tetangga/Rukun Warga yang 
ada di desa. 

Pasal 2 

(I) Besaran ADD Tahun 2008 adalah 20,46 % (dua puluh koma empat 
puluh enam persen) dari bagian dana perimbangan di luar Dana 
Alokasi Khusus (DAK) yang diterima pemerintah daerah setelah 
dikurangi belanja pegawai. 
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(2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayal (I), terdiri alas : 
a. ADDM scbcsar 60% (cnam puluh perscn) dari bcsaran ADD yang 

ditctapkan; dan 
b. ADDP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD yang 

ditetopkan. 

(3) Besaran ADDM untuk tiap Dcsa ditctapkan sama berdasarkan 
pembagian antara besnmn ADDM scbagaimana dimaksud pada ayat 
(2) humf a dengan jumlah Dcsa di Kabupatcn Sukoharjo. 

(4) Besaran ADDP untuk liap Desa ditetapkan berdasarkan perkalian 
antara Besaran ADDP sebagairnana dimaksud pada ayat (2) humf a 
dengan nilai bobot tiap Desa yang bersangkutan. 

(5) Besaran ADD, Besaran ADDM, Besaran ADDP dan hasil perhitungan 
terhadap nilai bobot/koefisien variabel sub variabel tiap desa 
sebagaimana tersebut dalam Larnpiran I, Larnpiran II dan Lampiran Ill 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(I) Nilai bobot tiap desa, sebagaimana dimaksud da)am Pasal 2 ayat ( 4), 
didasarkan pada variabel independen yang terdiri atas : 
a. V ariabel lndependen Utama, yaitu : 

J) kemiskinan; 
2) pendidikan; 
3) kesehatan; dan 
4) keterjangkauan. 

b. Variabel lndependen tambahan, yaitu: 
I) jumlah penduduk; 
2) luas wilayah; 
3) potensi ekonomi; 
4) partisipasi masyarakat; dan 
5) jumlah unit komunitas di desa. 

(2) Kemjskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) 
dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Kepala Keluarga 
(KK) mjskin di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah 
Kepala Keluarga (KK) miskin di daerah dan dikalikan dengan bobot 
kemiskinan yang ditetapkan daerah, yakni 0, 1667. 

(3) Pendidikaan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf a angka 2) 
dirutung berdasarkan perbandingan antara jumlah kelulusan SD/Ml di 
desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah kelulusan SD/Ml 
di daerah clan dikalikan dengan bobot pendidikan yang ditetapkan 
daerah, yakni 0,1667. 

(4) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) 
dihltung berdasarkan perbandingan antara jumlah Angka Kematian 
Ibu (AKI), Angka Kematian Anak (AKA), gizi buruk dan jumlah 
penderita penyakit menular di desa yang bersangkutan dibanding 
dengan jumlah Angka Kematian lbu (AKI), Angka Kematian Anak 
(AKA), gizi buruk dan jumlah penderita penyakit menular di daerah 
dan dikalikan dengan bobot kesehatan yang ditetapkan daerah, yakni 
0,1667. 
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(5) Kclerjangkauan scbaguirnana dimaksud pada ayal (I) huruf a angka 
4) dihitung bcrdasarkan pcrbandingnn antara jarak ibukota desa 
dengan ibukola kccamatan dan jarak antara ibukota desa dcngan 
ibukota daeroh dibanding dengan pcnjumlahan jarak antara ibukota 
dcsa dcngan ibukoto kccamulnn don jorak nnlara ibukota desa dengan 
ibukola dacrah dan dikalikan dcngan bobot keterjangkauan yang 
ditelapkan doerah, yakni 0, 1667. 

(6) Jumlah penduduk scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
angka I) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk 
di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah penduduk di 
daerah dan dikalikan dengan bobot penduduk yang ditetapkan daerah, 
yakni 0,0833. 

(7) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b angka 2) 
dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah luas wilayah di 
desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah luas wilayah di 
daerah dan dikaJikan dengan bobot luas wilayah yang ditetapkan 
daerah, yakni 0,0417. 

(8) Potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
b angka 3) dihitung berdasarkan pengklasifikasian nilai bobot 
Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk desa yang bersangkutan 
dibanding dengan jumlah pengklasifikasian nilai bobot Pendapatan 
Asli Desa (PAD) untuk seluruh desa di daerah dan dikalikan dengan 
bobot Pendapatan Asli Desa (PAD) yang ditetapkan daerah, yakni 
0,0833. 

(9) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b 
angka 4) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah swadaya 
mumi masyarakat di desa yang bersangkutan dibanding dengan 
jumJah swadaya mumi di daerah dan dikalikan dengan bobot 
partisipasi masyarakat yang ditetapkan daerah, yakni 0,0833. 

(10) Jumlah unit komunitas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf b angka 5) dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah 
dusun, RW/RT di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah 
dusun, RW/RT di daerah dan dikalikan dengan bobot unit komunitas 
di desa yang ditetapkan daerah, yakni 0,0417. 

PasaJ 4 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Besaran Alokasi Dana Desa 
(ADD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 
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Pusal 5 

Pcraturan Bupnti ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memcrintahkan Pengundangan 
Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sukoharjo. 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 5 Januari 2008 

SEKRETARIS DAERAH, 
KABUPATEN OHARJO 

B RITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHON 2008 NOMOR 2 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tan al 5 'Ji.mu ari Joo'B 

~ Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download

